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Berdasarkan pembahasan di atas menurut saya, 
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/pid.B/1993 
yang membebaskan Delip Kumar Gobindram Vasandani dari 
dakwaan primair melanggar Pasal 1 ayat (1) butir a 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah tidak tepat, ka­
rena tindakan Delip Kumar Gobindram Vasandani telah 
memenuhi rumusan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) butir a 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sehingga dapat dikuali­
fikasikan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan 
sanksi pidana sebagaimana Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1971. 
v. 	 IESIMPULAH DAH SARAH 
1. 	Iesimpulan 
a. 	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/pid.B/ 
1993 yang membebaskan Delip Kumar Gobindram Vasan­
dani dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mela­
kukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 1 
ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
adalah tidak tepat. 
b. 	Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) 
butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 unsur­
unsurnya terdiri atas a) melawan hukum; b) mem­
perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu ba­
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dan; c) yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
c. 	Delip Kumar Gobindram Vasandani yang menyampaikan 
surat pemberitahuan pajak, isinya tidak benar, 
berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum 
yaitu Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Ta­
hun 1994. Pengajuan pengembalian pajak sehingga 
memperoleh pengembalian pajak sebesar Rp 939.892. 
636,00 berarti unsur memperkaya diri sendiri te­
lah terpenuhi. Dengan berhasilnya Delip Kumar Go­
bind ram Vasandani memperoleh pengembalian pajak 
sebagaimana di atas t berarti keuangan negara seca­
ra langsung dirugikan, sehingga unsur secara lang­
sung dapat merugikan keuangan negara juga telah 
terpenuhi. 
d. 	 Putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak 
memuat keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan, Majelis hanya mengambil bagian-bagian 
yang menguntungkan terdakwa dan sama sekali tidak 
dipertimbangkan kebenaran dari faktur pajak yang 
digunakan oleh terdakwa untuk mengajukan restitusi 
PPN, serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Ha­
kim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan ke­
pada kebenaran formil pemeriksaan prosedur pajak 
tanpa mempertimbangkan at au berusaha untuk mencari 
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kebenaran materiil. Disamping itu jaksa kurang mam­
pu 	 membuktikan ada tidaknya ekspor yang dilakukan 
oleh terdakwa. 
e. 	Tindakan Delip Kumar Gobindram Vasandani yang me­
narik pengembalian kelebihan pajak telah memenuhi 
keseluruhan unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) butir a 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana dak­
waan primair Jaksa Penuntut Umum. 
f. 	Upaya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke 
Mahkamah Agung adalah tepat, karena pada masa kini 
Mahkamah Agung pad a umumnya masih berpendapat bah­
wa putusan Pengadilan Negeri yang berisi pembebasan 
dapat dimintakan kasasi, sepanjang jaksa bisa mem­
buktikan bahwa putusan tersebut bukan bebas murni 
(Vrijspraak) melainkan ontslag van rechtvervolging 
(benar ada perbuatan tetapi bukan merupakan per­
buatan pidana). Dalam kasus ini jaksa bisa membuk­
tikan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan 
didasarkan pada penafsiran yang keliru an tara lain 
tidak memuat keseluruhan fakta-fakta yang terung­
kap di persidangan, jadi karena putusan Pengadilan 
Negeri tersebut didasarkan pada penafsi~an yang ke­
liru, maka putusan itu merupakan putusan pembebasan 




Seyogyanya pada Pengadilan Kasasi t Mahkamah Agung 
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya t dan me­
meriksa serta mengadili sendiri perkara tersebut. Pe­
meriksaan kasus tersebut hendaknya dilakukan secara lebih 
cermat dan lebih teliti dalam menangani kasus Delip Kumar 
Gobindram Vasandani, yang secara nyata telah melakukan 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 
butir a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak 
pidana korupsi, agar perekonomian negara tidak dirugikan 
melalui cara restitusi pajak. 
